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BAB IV 
I)ENlJTLJP 
I. 	 KESIMPlJLAN 
Setelah menguraikan semuanya, maka penulis mengambil kesimpulan : 
I. 	 Bahwa pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta dilakukan 
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 karena Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 1964 menjadi dasar dibuatnya Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja RJ Nomor KEP-150/MEN/2000 tentang penyelesaian pemutusan 
hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa 
kerja dan ganti kerugian di perusahaan. Bahwa Pemutusan Hubungan 
Ketja di Perusahaan Swasta haruslah di sertai dengan alasan-alasan hukum 
dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Peruisahaan Swasta. 
2. 	 Bahwa apabila pekerja atau buruh telah di PHK, maka pekerja atau buruh 
tetap mendapatkan haknya yang berupa uang pesangon, uang penghargaan 
masa kerja dan ganti kerugian, yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau 
majikan terhadap pekerja atau buruhnya. 
2. 	SARAN 
a. 	 Pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta hendaknya pengaturannya 
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, karena kita akan 
mengetahui bagaimana tat a eara penyelesaian PHK di perusahaan swasta. 
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b. 	 Walaupun pemutusan hubungan kerja tidak dapat terelakkan, maka 
seorang pengusaha atau majikan hendaknya memberikan kepada 
pekerjanya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan juga 
ganti kerugian yang besamya telah ditentukan oleh Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja RI Nomor KEP-150/MEN/2000. 
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